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A B S T R A K 

Weny Ultafiah/2220I3241/20I7/Pengamh Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap 
pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance pada desa di Kecamatan Merapi 
Barat, Kabupaten Lahat / Akuntansi Sektor Publik. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh Akuntabilitas, transparansi 
dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan Good Governance pada desa di 
Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh 
Akuntabiiilas. transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk Mewujudkan 
Good Governance pada desa di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan diI9 desa di Kecamatan Merapi Barat, 
Kabupaten Lahat. Variabel dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan 
pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini yaitu 19 desa di Kecamatan Merapi Barat, 
dengan jumlah responden yang mengembalikan kuesioner adalah 126 responden yaitu 5 orang 
perangkat desa dan 2 orang masyarakat desa. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder 
dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Pengujian yang 
digunakan yaitu, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis,dan uji koefisien 
determinasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang 
diperoleh di 19 desa di Kecamatan Merapi iiarat, disimpulkan bahwa akuntabilitas dan 
transparansi secara parsial signifikan memengaruhi pengelolaan dana desa. sedangkan variabel 
partisipasi secara parsial tidak signifikan memengaruhi pengelolaan dana desa. Adapun variabel 
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simultan memengaruhi pengelolaan dana desa 
untuk mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat. 

Kata Kunci : pengelolaan dana desa. Akuntabilitas. transparansi, partisipasi. Good Governance 



ABSTRACT 

Weny Ultafiah/222(M324I/2017/ The Influence of Accountabiiity, Transparency, Participation 
toward Village Fund Management to Actualize Good Governance in the Vlliage in the District 
of Merapi Barat, Lahat / Public Sector Accounting. 

This Research is formulated whether or not there was significant influence of 
accountabiliiy.transparency, participation toward village fund management to actualize good 
governance at village in the District of Merapi Barat. Lahat. This research is aimed at figuring out 
the significant influence of accauniability. transparency, participation toward village fund 
management to actualize good governance in the villages in the District of Merapi Barat, Lahat. 
The type of this research was an associative research. The research location was in 19 villages in 
the district of Merapi Barat. Lahat. The variables of the research were accountability, 
transparency.participation and village fund management. The population of this research was 19 
villages in the district of merapi Barat, Lahat. There were 126 respondents gar from 
questionnairesin terms of 5 board of villagers and 2 villagers. The data source were primary 
data and secondary data. To collect the data, the research used interview and questionnaires. To 
analyze the data, the research used validity test, reliability test classical assumption test and 
determination coeficient test. The result showed that accontability and transpency had partial 
significant influence toward village fund management.while participation had no partial 
significant influence toward village fund management. In addition, accountability, transparency 
had simultaneos influence toward village fund management to actualize good governance in the 
villages in the District of Merapi Barat. Lahat. 

Key words : Village Fund Management. Accountability. Transparency. Participation.Good 

Governance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengesahan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah 

langkah awal bagi desa menjalankan kewenangannya. Dalam UU desa juga 

terdapat Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan 

bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan 

kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi 

tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan 

pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Dibawah 

UU No 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah juga mengeluarkan PP No 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang di terima dari dana APBN dan langsung 

diterima oleh desa. Menurut kementerian desa. dana desa tersebut akan 

diterima sebesar 3% di tahun 2015, meningkat hingga 6% pada tahun 2016, 

sampai pada tahun 2017 mencapai 10% dan dana desa dapat berjumlah 

hingga 1 Milyar. Dana desa yang cukup besar itu menuntut aparatur desa 

harus dapat di pertanggungjawabkannya baik pemerintahan pusat maupun 

kepada masyarakat. 

Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri 

dalam negeri Rl No.3 7 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Dana Desa yang baik dengan 

prinsip-prinsip Good Governance membutuhkan Akuntabilitas, Tranparansi 

dan partisipasi dimaksudkan agar aparatur desa dapat berprilaku sesuai 
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dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas 

pengelolaan Sumber Daya Publik kepada pihak pemberi mandat (Principle ) 

atau pihak yang berkepentingan (Mahmudi. 2015: 9). Akuntabilitas publik 

adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi adalah penjelasan manajemen 

organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, 

sedang dan akan dilakukan beserta sumbcr daya yang digunakannya 

(Mahmudi, 2015: 18). 

Transparansi juga dimaksudkan adalah pemberian pelayanan publik 

yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-

luasnya tentang keuangan desa dan Partisipasi adalah sebagai wujud dari 

keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses descntralisasi 

dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (hottom~np) 

dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pembangunan masyarakatnya (Tilaar, 2009: 287). Sebagaimana diamanatkan 

daiam UU desa, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan 

pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan 

pembangunan desa. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas 
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akuntabilitas keuangan negara berinisitif menyusun petunjuk pelaksanaan 

Bimbingan dan Konsultasi pengelolaan Keuangan Desa. Juklak Bimkom ini 

diharapkan berguna bagi tim perwakilan BPKP dan aparat pemerintah daerah 

Kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah 

desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap 

perundang-undangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata 

kelola. Melihat dari juklak ini dana desa yang digelontorkan untuk 19 desa di 

Kecamatan Merapi Barat cukup besar tersebut agar dapat terlaksana dengan 

baik. Maka peneliti melihat bagaimana sebaiknya pengelolaan dana desa 

dikelola dari sudut pandang akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam 

mewujudkan tata kelola yang baik. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh 

Debi (2015) menyatakan Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep value for money pada 

Instansi Pemerintah Provinsi Riau. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Gerry an (2015) menyatakan Akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh 

terhadap pengelolaan keuangan daerah . Siregar (2011) akuntabilitas publik 

secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan APBD. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya adalah 

Siswandi (2013), Debi (2015), Gerryan (2015) transparansi berpengaruh 

signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) dan Supamo 

(2012) yang memberikan bukti empiris bahwa transparansi tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Siswandi (2013), 
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Diperoleh hasit penelitian bahwa partisipasi, berpengaruh secara simultan 

terhadap pengelolaan keuangan daerah Penelitian mengenai hubungan antara 

partisipasi anggaran terhadap efektifilas anggaran merupakan penelitian yang 

masih dalam perdebatan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Hidayati 

(2015) Pengaruh partisipasi anggaran secara parsial terhadap efektifitas 

anggaran SK.PD tergolong lemah dengan koefisien korelasi parsial sebesar 

0,006. 

Kecamatan Merapi Barat berada diwilayah timur Kabupaten Lahat. 

Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan lahat, disebelah timur berbatasan 

dengan kabupaten Muara Enim, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan 

Merapi Timur dan disebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Merapi 

Selatan dan Pulau Pinang. Luas wilayah Kecamatan Merapi Barat sebesar 

232,74 km. Kecamatan ini terletak lebih kurang 24,40 km dengan waktu 

tempuh lebih kurang 45 menit dari ibu kota Kabupaten Lahat. Di Kecamatan 

Merapi Barat. Kab.Eahat terdapat 19 desa, dengan total perangkat desa 385 

orang yang terdiri dari KADES, SEKDES, KADUS, KASI/KAUR, BPD, 

LMPD. Jumlah penduduk 27.046 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki 13.954 

jiwa dan jenis kelamin perempuan 13.130 jiwa. Pemerintah telah 

mengeluarkan kebijakan terkait peltiksanaan dana desa, kebijakan adalah 

suatu keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang 

menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kebijakan yang mengatur dana 

desa terdapat dalam UU No 6 Tahun 2014 dan PP No 60 tahun 2014 yang 

menyatakan bahwa dana desa akan meningkatkan kesejahteraan dan 
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pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, 

memajukan per ekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar 

desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. 

Prioritas pembangunan desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. Prioritas pembangunan misalnya untuk jalan desa, sedangkan 

pemberdayaan masyarakat misalnya digunakan untuk pemberdayaan U K M 

desa. Berikut dana desa yang di peruntukan untuk 19 desa. 

Tabel 1.1 
Alokasi Dana Desa TA 2015 / 2016 

Kecamatan Merapi Barat 
No Desa 2015 2016 

1 Ulak Pandan 288.816.000 619.524.000 
2 Negeri Agung 265.734.000 594.908.000 
3 Lebak Budi 268.001.000 597.345.000 
4 Suka Cinta 268.568.000 597.921.000 
5 Gunung Agung 272.702.000 602.350.000 
6 Suka Marga 256.713.000 585.298.000 
7 Payo 264.022.000 593.089.000 
8 Karang Kndah 259.969.000 586.634.000 
9 Muara Temiang 257.981.000 586.664.000 
10 Lubuk Kepayang 257.602.000 586.252.000 
11 Tanjung Telang 261.533.000 590.454.000 
12 Kebur 277.065.000 606.987.000 
13 Tanjung Baru 267.480.000 596.757.000 
14 Muara-maung 278.374.000 608.399.000 
15 Telatang 269.353.000 598.785.000 
16 Merapi 288.702.000 619.416.000 
17 Purwosari 266.189.000 595.419.000 
18 Karang Rejo 253.916.000 582.329.000 
19 Tanjung Pinang 264.309.000 593.407.000 

Sumber: Kantor Kecamatan Merapi Barat, 2016 

Tabel I . l menunjukan adanya alokasi dana desa yang berasal dari 

APBN dan dialokasikan ke 19 desa di Kecamatan Merapi Barat untuk TA. 

2015 sebesar 3 % dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 6%. . Kucuran 

Dana Desa ini diharapkan dapat membuat desa menjadi desa yang mandiri 
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dan sejahtera, untuk itu dana desa harus dapat dilaksanakan oleh aparatur 

desa bersama masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip Good 

Governance diantaranya Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, maka 

aparatur desa dan masyarakat desa harus memiliki pemahaman atas peraturan 

perundangan dan ketentuan lainnya serta mampu memiiiki kemampuan untuk 

melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Penelitian pengelolaan dana desa di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten 

Lahat ini di harapkan lakukan sesuai dengan prinsip Good Governance. 

Kemiskinan merupakan salah-satu persoalan mendasar yang menjadi 

perhatian pemerintah di negara berkembang, tidak terkecuali di indonesia. 

Oleh karena itu, berbagai strategi dalam upaya penanggulangan dan 

pengentasan kemiskinan terus dilakukan. Pengentasan kemiskinan dilakukan 

dengan memberikan berbagai program kepada masyarakat sebagai salah-satu 

penganggulangan kemiskinan dalam upaya mencapai desa yang mandiri. 

Pada Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat tingkat kemiskinan 

penduduk masih tinggi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 
Daftar Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera periode 2013 - 2016 di 

Kecamatan Merapi Barat 
Uraian 2013 2014 2015 

Pra sejahtera 1.295 509 509 
Keluarga Sejahtera 

1 1.741 489 489 
11 1.553 4.114 4.114 
111 712 896 896 

111 + 150 32 32 

Sumber : Badan Pusat Statistik kabupaten Lahat, 2016 
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Tabel statistik 1.2 menunjukan bahwa Masalah kemiskinan di 

kecamatan Merapi Barat ini tidak boleh beriarut-larut dan harus di atasi, 

dimana salah-satu prioritas dana desa adalah untuk pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa harus memberdayakan 

masyarakat desa dengan memberikan berbagai peiatihan dan memberikan 

fasilitasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, memberdayakan 

penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan 

keberlanjutan penanggulangan kemiskinan serta melakukan pembangunan 

fasilitas masyarakat desa untuk menciptakan per ekonomian yang mandiri. 

Berdasarkan wawancara pendahuluan/survey pendahuluan pada staf 

Kasubang yang bekerja di Kecamatan laporan yang dibuat tidak sesuai 

dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang jauh dari teknis setelah mereka 

mengadakan monitoring lapangan. juga pada beberapa desa, masyarakat juga 

mengatakan tidak adanya keterbukaan dari pemerintah desa tentang keuangan 

desa,Tidak melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan. 

Pemerintahan yang tidak transparan akan mengakibatkan masyarakat 

tidak ikut berpartisipasi secara langsung dalam mengambil kebijakan. Survey 

pendahuluan juga menemukan bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang 

adanya dana desa dan hanya melihat hasil pembangunan tanpa mengetahui 

bagaimana perencanaan dan dana yang dibutuhkan. fenomena pengelolaan 

dana desa merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, 

berdasarkan artikel dan beberapa sumber menyatakan masih banyak disajikan 

data-data keuangan yang tidak sesuai, selain itu juga masih banyak 
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penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, seperti dilansir 

salah satu koran bahwa National Coruption Wachat (NCW) Kabupaten Lahat 

menyerahkan berkas kasus penyimpangan dana desa di Kecamatan Merapi 

Barat (Seperti di lansir pada koran lahat pos tentang adanya penyimpangan 

dana desa yang teijadi di kecamatan Merapi Barat. 

(http://tribratanewspolreslahat.com/710-2A) 

Pengelolaan Dana Desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan 

dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan 

kesejahteraan masyarakat luas. Dari berbagai permasalahan dan latar 

belakang yang dihadapi pemerintah desa di kecamatan merapi barat tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh 

Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan Dana 

Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada desa Di Kecamatan 

Merapi Barat, Kabupaten Lahat". 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh 

Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa 

untuk mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat, 

Kabupaten Lahat? 

http://tribratanewspolreslahat.com/710-2A
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi 

terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujukan Good Governance pada 

desa di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan 

akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai 

pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam 

pengelolaan Dana Desa khususnya pada desa yang ada di Kecamatan 

Merapi Barat. Kabupaten Lahat 

2. Bagi pemerintah desa 

Bagi aparatur desa diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam 

mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa untuk dapat 

meningkatkan akuntabilitas maupun transparansi, sehingga akan 

menciptakan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat desa di Kecamatan 

Merapi Barat ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat desa. 
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3. Bagi Almamater 

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan 

menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang 

akan datang. 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya pemah 

dilakukan oleh beberapa peneliti, Peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut: 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Debi (2015) yang berjudul Pengaruh 

Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran 

berkonsep Value for Money . Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

apakah ada pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap 

pengelolaan anggaran berkonsep Value For Money pada instansi pemerintah. 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, 

transparansi dan pengawasan pengelolaan anggaran berkonsep Value For 

Money pada instansi pemerintah. Metode penelitian ini yaitu penelitian 

dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dengan metode survey 

melalui kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah Akuntabilitas berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep berkonsep 

value for money, Transparansi berpengamh secara positif dan signifikan terhadap 

pengelolaan anggaran berkonsep value for money, Pengawasan berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep value for 

money pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Gerryan (2015) yang berjudul 

Pengamh Akuntabilitas keuangan, pengawasan Keuangan Daerah dan 

Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

11 
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IndraGiri Hulu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh Akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan daerah dan 

transparansi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas keuangan, pengawasan 

keuangan dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Metode 

penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data dengan 

mebagikan kuesioner. Hasil penelitian ini adalah Akuntabilitas keuangan tidak 

berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, pengawasan pemerintah 

dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan 

keuangan keuangan daerah. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faridah (2015) yang 

berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Rumusan masalah pada 

penelitian ini bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas di desa sido gedu batu kecamatan Sangkapura Kabupaten gresik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip-

prinsip transparansi dan akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan 

APBDes di Desa Sidogedung batu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik 

pada Alokasi Dana Desa (ADD) melalui kegiatan yang meliputi: Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskiptif dengan pendekatan kualitatif. pengumpulan data 

yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. 
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Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, penyederhanaan 

data, proses analisis data dan hasil interprestasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan 

Sangkapura Kabupaten (iresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi 

dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013. Secara 

umum trasparansi dan akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kecamatan 

Sangkapura Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih 

ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki. 

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Muhammad (2015) yang 

berjudul Pengaruh Akuntabilitas keuangan, pengawasan dan penyajian 

Laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah (studi pada 

pemerintah kota Dumai). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah 

terdapat pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan dan penyajian laporan 

keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui berpengaruh atau tidak akuntabilitas keuangan, 

pengawasan dan penyajian terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Metode 

penelitian yang digunakan adalah dekriptif kualitatif dengan cara 

mengumpuikan, menyusun dan mendeskripsikan sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas. Tehnik pengumpulan data dengan menyebarkan 

kuesioner pada responden. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan Pengawasan keuangan tidak 

berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. 
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Tabel I I . 1 
persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya 

No Judul, nama peneliti, tahun Persamaan Perbedaan 
i . Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap 
efektivitas penyaluran 
Alokasi Dana Desa Di 
Kecamatan Teluk Pandan 
Kab.Kutai Timur, 
juniiaai,zu i J 

Sama-sama 
melakukan 
penelitian untuk 
menguji Variabel 
yaitu 
akuntabilitas, 
transparansi dan 
partisipasi 

Pada penelitian sebelumnya 
menguji faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektivitas 
penyaluran A D D , sedangkan pada 
penelitian ini hanya menguji 3 
variabel yang berpengaruh 
terhadap pengelolaan A D D , 
perbedaan pada lokasi penelitian 

2. Pengaruh Akuntabilitas, 
transparansi Dan 
pengawasan terhadap 
pengelolaan anggaran 
Berkonsep Value For 
Money (Studi Empiris 
S K P D Provinsi Riau) Debi 
Putri Pertiwi, 2015 

Terletak pada 
variabel yang 
dtteliti yaitu 
Akuntabilitas 
dan transparansi 

Terletak pada penambahan 
variabel partisipasi dan perbedaan 
pada variabel Y , dengan 
menghilangkan variabel 
pengawasan juga perbedaan 
Lokasi penelitian 

3 Pengaruh Akuntabilitas 
keuangan, pengawasan, 
dan penyajian laporan 
keuangan terhadap 
pengelolaan keuangan 
daerah (Studi pada 
pemerintah Kota Dumai) 
Muhammad Al-Qodri, 
2015 

terletak pada 
variabel yang 
diteliti yaitu 
Akuntabilitas 

Terletak pada penambahan 
variabel yaitu variabel 
Transparansi dan partisipasi dan 
menghilangkan variabel 
pengawasan dan penyajian 
laporan perbedaan pada variabel Y 

4 Pengaruh Akuntabilitas 
Keuangan, pengawasan 
keuangan daerah Dan 
transparansi anggaran 
Terhadap terhadap 
pengelolaan Keuangan 
pemerintah Daerah 
Kabupaten IndraGiri 
Hulu) Gerryan Putra. 2015 

Terletak pada 
variabel yang 
diteliti yaitu 
Akuntabilitas 
dan transparansi 

Terletak pada penambahan 
variabel partisipasi, juga pada 
variabel Y . Dengan 
menghilangkan variabel 
pengawasan keuangan 

Sumber: penulis, 2017 
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Landasan Teori 

/. Good Governance 

Good Governance merupakan isu yang paling mengemuka dalam 

pengelolaan Keuangan dan administrasi dewasa ini. Dengan meningkatnya 

tingkat pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi, masyarakat 

gencar untuk menuntut pemerintah melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan dengan baik. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan 

tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena 

itu, tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya 

direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang 

terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

fl- Pengertian Good Governance 

Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid bertanggungjawab yang sejalan dengan 

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi 

dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and 

political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009 

:18). 

Good governance adalah penyelenggaraan negara yang solid dan 

bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga 

kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, 

sector swasta dan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara, 2000 ) 
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Berdasarkan uiaian diatas, dapat disimpulkan bahwa Good Governance 

merupakan tata pemerintahan yaitu penggunaan wewenang ekonomi, 

politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada 

semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh 

mekanisme, proses dan lembaga-Iembaga dimana warga dan kelompok-

kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, 

menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani 

perbedaan-perbedaan diantara mereka. 

b. Karakteristik Good Governance 

Karakteristik pelaksanaan good governance (Mardiasmo, 2009: 18) 

meliputi : 

1) Participation 

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang 

dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar 

kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara 

konstruktif. 

2) Rule of law 

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 

3) Transparency 

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, 

Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung 

dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 
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4) Responsiveness 

Lembaga-Iembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani 

stakeholder. 

5) Consesensus orientation 

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

6) Equity 

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh 

kesejahteraan dan keadilan. 

7) Efficiency dan Effectiviness 

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna 

(efisien) dan berhasil guna (efektif). 

H) AccountahilUy 

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang 

dilakukan. 

9) Strategic vision 

Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh 

kedepan. 

Dari sembilan prinsip Good Governance tersebut terdapat tiga 

prinsip utama yang melandasinya yaitu Akuntabilitas, transparansi dan 

partisipasi. Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata 

pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi 

lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah 

prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good 
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governance^ yaitu transptiransi, partisipasi, dan akuntabilitas 

(Sedarmayanti, 2009: 289).Dimana ketika setiap aktivitas pengelolaan 

telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan 

pemerintah diatasnya, lalu di ikuti dengan keterbukaan yang memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam 

pembangunan, hal itu akan menciptakan tata kelola yang baik dalam suatu 

organisasi. 

2. Akuntabilitas (Accountability ) 

a. Pengertian akuntabilitas 

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen untuk mengelola 

sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan 

kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik 

kepada pihak pemberi mandat (Principal). Akuntabilitas publik adalah 

pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015: 9). 

Akuntabilitas (Accountability) adalah kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban atau menjawab. dan menerangkan 

kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk 

meminta kelerangan atau pertanggungjawaban (Waluyo, 2009: 195). 

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang 

amanahf^^e/7/)untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 
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menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah 

(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban (Mardiasmo. 2009: 20). 

Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari 

perencanaan hingga pengawasan kegiataan yang menggunakan 

anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dimana 

pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan 

melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada 

masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah diatasnya sesuai 

dengan perundang-undangan. Akuntabilitas diharapkan dapat 

memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar 

menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada 

kepentingan publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam. yaitu 

(Mardiasmo, 2009: 20): 

1) Akuntabilitas Vcrtikal (vertical accountability). 

Pertanggun jawaban Vertikal (verticalAccountability) 

adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas 

yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja 

(dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah 

daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada 

MPR. 


